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ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya praktek penitipan pembayaran BPHTB klien 

ke PPAT sering terjadi di Indonesia yang mana hal ini belum ada peraturan yang 

resmi mengatur. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah mencakup tentang 

Pertanggungjawaban PPAT ke klien yang mencakup (i) Pertanggungjawaban hukum 

PPAT yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap penitipan BPHTB dari klien 

dan (ii) Upaya hukum yang dapat dilakukan klien apabila PPAT Melakukan 

Penyalahgunaan Kewenangannya Dalam Penitipan Pembayaran BPHTB. Jenis 

penelitian ini adalah normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dengan mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil dari 

penelitian diketahui bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh 

klien apabila terbukti lalai dan tidak membayarkan titipan BPHTB seperti yang 

diperjanjikan. Pertanggungjawaban hukum PPAT yang tidak melaksanakan 

pembayaran terhadap penitipan BPHTB dari klien dapat berupa mengganti kerugian 

dari klien apabila PPAT telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar 

hukum. Klien yang menitipkan pembayaran BPHTB ke PPAT namun tidak 

dibayarkan dapat melakukan upaya hukum baik secara non litigasi maupun secara 

litigasi Penyelesaian secara non litigasi terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat dalam bentuk tuntutan 

perdata berupa gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.  

Kata Kunci: PPAT, Tanggung Jawab Hukum, BPHTB 

 

 

Pembimbing Utama    Pembimbing Pembantu 

 

 

 

 

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H 

NIP. 196210251987032002   NIP. 198003082002122002 

 

 

Mengetahui: 

Ketua Bagian Hukum Perdata 

 

 

 

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum 

NIP. 197307281998021001



 

 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang semakin meningkat 

mengakibatkan semakin bertambahnya keperluan akan ketersediaan tanah dan/atau 

bangunan di Indonesia. Normal bagi pemerintah untuk memungut pajak pada orang 

atau badan hukum yang mendapat keuntungan ekonomi dari tanah dan bangunan 

sebagai akibat dari memiliki hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945), khususnya pada pasal 23 Ayat (2), menjadi landasan 

fundamental bagi sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dikarenakan semua pajak 

yang dipungut di Indonesia harus berdasarkan hukum, pemungutan pajak memiliki 

landasan hukum yang menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menetapkan semua pajak, dan Presiden 

Republik Indonesia mengesahkannya. 

Pada Pasal 23A UUD 1945 pada perubahan ketiga menyatakan “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang”. 1  Berdasarkan hakikatnya, pungutan pajak bersifat memaksa, 

karena negara yang hanya dapat memberlakukan pajak untuk kepentingan negara.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

 
1 Pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.2  Ketentuan-ketentuan terkait pembayaran pajak 

diatur pada Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009.  

 Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, pajak saat ini telah menjadi 

sektor yang menghasilkan pendapatan terbesar bagi pemerintah dan merupakan 

sumber utama uang pembangunan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 pendapatan negara berjumlah 

1.743,6 Triliun Rupiah, dengan jumlah penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 

triliun rupiah. Pajak sebagai sebagai salah satu sektor yang memberikan pemasukan 

terbesar bagi negara terhadap perkembangan negara, potensi pajak harus lebih 

diselidiki lebih lanjut dengan status ekonomi dan perkembangan negara saat ini. 

Menurut Marihot Pahala Siahaan “Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) adalah salah satu sumber potensi pajak 

yang patut digali berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian serta 

perkembangan pembangunan negara sekarang ini.”3  BPHTB adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.4 Kepemilikan hak atas tanah dan 

bangunan terjadi sebagai akibat dari peralihan hak, yang meliputi peristiwa hukum 

dan perbuatan hukum yang terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang 

 
2 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang. 
3  Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan 

Praktek, Edisi I, Cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003, hlm. 6 
4 Pasal 1 Angka 41, Undang-Undang Nomor 28, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
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diberikan kesanggupan untuk memegang hak atas tanah dan bangunan menurut 

undang-undang dan peraturan yang berlaku.5 

Pajak BPHTB merupakan pajak yang awalnya menjadi kewenangan 

pemerintah pusat namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi maka pajak BPHTB menjadi kewenangan 

daerah untuk memungutnya. Pajak BPHTB merupakan salah satu sumber 

pendapatan terbesar daerah. Pajak dikenakan pada pembeli dan penjual untuk 

perolehan hak yang terjadi melalui penjualan. Penjual wajib membayar pajak 

penghasilan (PPh), dan pembeli wajib membayar pajak perolehan hak atas tanah 

dan bangunan (BPHTB), yang besarnya dihitung berdasarkan harga perolehan hak 

atau nilai perolehan hak objek pajak (NPOP). NPOP juga dapat diartikan sebagai 

nilai suatu transaksi atau nilai kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dalam 

bahasa sehari-hari.6 Ada faktor lain yang menjadi dasar penghitungan BPHTB, 

yaitu nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu nilai yang tercantum dalam SPPT PBB, 

atau NJOP dalam bahasa sehari-hari. Apabila nilai NPOP lebih besar dari nilai 

NJOP, maka NPOP digunakan sebagai dasar PPh dan BPHTB. Sebaiknya jika nilai 

NPOP lebih kecil dari NJOP, maka dasar penghitungan PPh dan BPHTB adalah 

NJOP. 

Salah satu syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah pembayaran 

PPh dan BPHTB. Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara 

 
5 Agustina Lusiana Elisabet Lumbanbatu, “Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris 

Yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/PID.B/2003/PN.MDN)”, Program Studi 

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 3 
6  Giyanto, “Prosedur Pembuatan Sertifikat Ahli Waris”, https://lsc.bphn.go.id 

/konsultasiView?id=4503, diakses 28 September 2021 



4 
 

 

 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pada saat mendaftarkan peralihan hak atas 

tanah, PPAT wajib menyerahkan akta-akta dan dokumen-dokumen yang 

dipersyaratkan dalam proses pendaftaran untuk pengalihan hak tersebut kepada 

badan pertanahan negara setempat. kantor. Salah satu dokumen yang dimaksud 

adalah surat keterangan BPHTB dan surat keterangan pembayaran pajak 

penghasilan final atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Selanjutnya mengenai BPHTB berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(UU PDRD), BPHTB terutang sejak tanggal ditandatanganinya akta pemindahan 

hak dan ditandatangani oleh PPAT yang berwenang. PPh dan BPHTB harus dibayar 

sebelum atau pada saat pembuatan akta peralihan hak atas tanah sebelum PPAT 

disetujui, dimana pada saat peralihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak 

penghasilan (PPh) yang bersifat final, seperti dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor: 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran 

dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan 261/PMK.03/2016, dalam ketentuan pasal 1 tentang Pajak 

Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan 

hukum dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bersifat wajib. Pembayaran 

PPAT yang dikuasakan oleh individu atau badan hukum yang bersangkutan kepada 

pemerintah daerah melalui bank persepsi dengan menggunakan menggunakan 
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Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum pembuatan dan penandatanganan akta 

pemindahan hak.7 

Transaksi peralihan hak atas dan bangunan harus dilakukan dihadapan 

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik agar 

terjaminnya kepastian hukum. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya 

disebut PP PJPPAT) “Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”8 

Berkaitan dengan tata cara pembuatan akta jual beli tanah dan/atau 

bangunan dikaitkan dengan ketentuan perpajakan, seorang PPAT tunduk kepada 

ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pejabat Pembuat Akta 

Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak 

dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah 

wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD kepada PPAT. 

Selama ini peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur 

wewenang PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB. PPAT hanya 

 
7 Devandra Maharatriya Regawa, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Oleh PPAT Dalam 

Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh 

Klien Dalam Kaitannya Dengan Pelaporan Pajak”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2020, hlm. 5 
8  Pasal 1 Angka 1, PP Nomor 24, Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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bertindak sebagai pengawas untuk mengawasi wajib pajak untuk membayar pajak 

sebelum penandatanganan akta jual beli dibuat. PPAT juga harus mempelajari 

objek pajak yang dialihkan haknya. Selain itu, peran PPAT adalah memberikan 

informasi, nasihat hukum dan memberikan interpretasi hukum yang berlaku, serta 

sebagai sarana dan informasi utama untuk mengamankan penerimaan BPHTB 

sebelum pelaksanaan akta penjualan.9 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPAT diwajibkan memberikan penjelasan 

tentang akta peralihan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan para pihak, 

termasuk melihatkan asli surat pembayaran pajak. Pembayaran BPHTB yang 

menjadi kewenangan klien dan bukan kewenangan PPAT, walaupun PPAT dapat 

menyetor pajak BPHTB sebagai orang yang dipercaya oleh para pihak. PPAT 

secara tidak langsung meringankan beban fiskal dengan membantu mereka dalam 

menghitung besarnya pajak BPHTB yang terutang, serta dapat membantu klien 

dalam menghitung dan menyetorkan pajak yang terutang. 

Namun pada prakteknya, seringkali ditemukan kasus terkait penitipan 

pembayaran pajak BPHTB dari klien kepada PPAT. Klien merasa lebih nyaman 

dan aman jika pajaknya dititipkan kepada PPAT. PPAT dianggap sebagai pihak 

yang berwenang dalam membayarkan pajak BPHTB oleh klien. Dalam prakteknya 

penyetoran pajak BPHTB tidak pernah diwujudkan dalam bentuk Perjanjian 

Penitipan atau Surat Kuasa dari Pemukim kepada PPAT. Secara umum, tidak ada 

 
9 Ada Tua Simbolon, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah 

Dan/atau Bangunan Di Kabupaten Samosir”, Premise Law Journal, Vol. XIX, 2016, Medan, 

Universitas Sumatera Utara, hlm. 3 
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undang-undang atau peraturan yang melarang PPAT menerima pembayaran 

BPHTB. Jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang PPAT 

menerima kuasa untuk membayar pajak BPHTB, secara a contrario hal tersebut 

diperbolehkan.10 Namun, mengingat munculnya berbagai kasus terkait penitipan 

pajak kepada PPAT yang berisiko, terutama kasus penyalahgunaan wewenang 

PPAT untuk membayar pajak BPHTB,11 praktik pemungutan pajak BPHTB oleh 

PPAT perlu dikaji lebih lanjut.  

Berdasarkan kasus Putusan PN Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi, 

PPAT MS menerima praktik penitipan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dan 

Pajak BPHTB dari pihak klien. Uang yang sudah dititipkan kepada PPAT MS 

tersebut diberikan kepada seorang karyawan kantor PPAT MS bernama TL. TL 

bersama MD dan AM melakukan aksi tersebut. Mereka membuat tanda terima 

setoran pajak palsu dengan mereplikasi penerimaan setoran pajak yang sebenarnya. 

Penerbitan bukti pembayaran pajak dilakukan agar TL dapat memanfaatkan uang 

yang seharusnya diserahkan sebagai pajak untuk perbuatan hukum yang 

berhubungan dengan tanah. TL memalsukan dan menerbitkan surat setoran pajak 

agar TL dapat mengambil uang klien terhadap PPAT MS. TL melihat peluang untuk 

melakukannya, mengerti betul bahwa PPAT MS tidak pernah melihat surat 

pembayaran pajak yang dia berikan. 

 
10 Arifuddin, Hanif Nur Widhiyanti, Hariyanto Susilo, “Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/ Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangun”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. II No. I, 

2017, Malang, Universitas Negeri Malang, hlm. 19 
11 Ibid 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penitipan Pembayaran Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan  Klien”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

tidak melaksanakan pembayaran terhadap penitipan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan dari klien? 

2. Upaya hukum Apa yang dapat dilakukan klien apabila Pejabat Pembuat 

Akta Tanah melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam penitipan 

pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban PPAT terhadap 

penitipan pembayaran BPHTB dari klien. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan 

klien apabila PPAT melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam 

penitipan pembayaran BPHTB 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan tidak lain untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Program studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini diharapkan mampu 

mengembangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang 

perdata, spesifiknya yaitu berhubungan dengan PPAT yang menerima 

penitipan pembayaran BPHTB dari kliennya. 

2. Manfaat Praktis 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

kepada masyarakat, aparat penegak hukum, PPAT dan pihak lain dan 

memperjelas gambaran terkait pertanggungjawaban PPAT yang menerima 

penitipan pembayaran BPHTB dari kliennya. 

 

E. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membatasi 

ruang lingkup yang akan dibahas pada bidang ilmu hukum perdata, fokus penelitian 

hanya sebatas melihat pertanggungjawaban apabila PPAT menerima penitipan 

pembayaran BPHTB dari klien meskipun perbuatan PPAT tersebut tidak diatur 

dalam kewenangannya. 
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F. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan penulusuran kepustakaan, memang belum ditemukan 

penelitian dengan judul Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Akan tetapi, sudah ada penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1. Agustina Lusiana Elisabet Lumbanbatu, Magister Kenotariatan Universitas 

Sumatera Utara, dengan judul Analisis Hukum atas Perbuatan Oknum Notaris 

yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

2601/Pid.B/2003/PN.Mdn) dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana tanggung jawab notaris yang menerima penitipan pembayaran 

BPHTB, dan Notaris tersebut tidak menyetorkan pajak BPHTB yang 

dititipkan kepadanya?  

b. Bagaimana akibat hukum apabila seorang Notaris tidak membayarkan 

BPHTB yang dititipkan kepadanya?  

c. Bagaimana kewenangan hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam 

pengawasan Notaris? 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukan 

hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah 

terpegang, di tangan. Penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang 

berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Oleh karena itu, penelitian 

pada dasarnya adalah semacam “upaya pencarian”, yaitu upaya untuk menemukan 

pengetahuan yang benar atau benar, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang 

tepat atau benar.12 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka 

sebagai bahan sekunder, dimana penyajian data dilakukan sekaligus analisisnya. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Mukti Fadjar dan 

Yulianto Achmad adalah “sebagai bahan untuk memulai sebagai dasar perspektif 

dan struktur berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis”.13 Pada penelitian 

hukum terdiri dari tujuh pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (concentual approach), pendekatan 

analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), 

 
12  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, dikutip dalam Murira Murira, “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Urgensi Terhadap Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Dan Tanah Yang Diwakafkan”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan, Tangerang, 2017, hlm. 47 
13 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

dikutip dalam Made Wire Darme, “Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 41   
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pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical 

approach) dan pendekatan kasus (case approach).14 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), yakni dengan 

meneliti peraturan undang-undang yang terkait dengan kasus yang akan dikaji serta 

dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang meninjau pandangan 

ahli terkait kasus yang dibahas. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan, antara lain dari undang-undang, website, buku, kamus, dan 

lain-lain yang terbagi menjadi: 

a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan yang 

mengikat,15 yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan; 

4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

 
14 Ibid 
15  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 13. 
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;  

6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-

Undang. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk 

membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer atau dalam 

hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan 

permasalahannya berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli 

hukum atau doktrin, buku, media masa baik cetak atau elektronik, jurnal dan 

hasil penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan Kewenangan 

dan Tanggung Jawab Hukum PPAT dalam Penitipan Pembayaran BPHTB 

dari Klien. 

c. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dan bahan yang 

digunakan sebagai pelengkap dan berguna menaruh informasi terkait bahan 

hukum utama dan bahan hukum sekunder yang tidak berafiliasi langsung 

dengan permasalahan yang ada, tetapi sangat diperlukan guna menunjang 

kelengkapan dan kejelasan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder 

tersebut, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan 

Ensiklopedia. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada prosesnya untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan guna 

menunjang penelitian hukum normatif, maka penulis mengambil sumber bahan 

hukum melalui studi kepustakaan dimana studi kepustakaan akan menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku 

yang relevan dengan judul serta jurnal atau artikel yang dimuat guna menunjang 

teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian 

skripsi ini adalah teknik perspektif analisis, dimana analisis bahan yang 

dipergunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap bahan primer dan 

sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan 

bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan 

dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. 

Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis 

mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan sesuai 

kategorinya, lalu dijelaskan untuk menemukan solusi penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan 
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dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

menggunakan rasio/penalaran.16 

  

 
16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 

17. 
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Tahun 2016 Nomor 120) 

 

________, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) 

 

________,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 
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Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
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Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
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________,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) 

 

________,Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, Tentang 

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah 

Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya 
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Nomor 23, Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan 
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